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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI
Kode Rekening ¢ 5.0%.02,2.03.0009,5.1.02.02.01 0026
Buky Kas No.  JPOUOS i
\S — 08 - 200U
Tanggal [ RESRE PR
Terima Dar . Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Banyaknya Uang ! | == SATU JUTA LIMA RATLS RIBU AUPIAH ==
Lintuk : BELAMIA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAM PENELITIAN DAN
Pembayaran PENGEMBANGAN BIDANG ERKONOMI DAN PEMBANGUNAN BUB KEGIATAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERIAAN UMUM BULAN AGUSTUS TAHUN
ANGGARAN I074

A MAKASSAR llllﬂi,H!llLlTlAll PENGEMBANGAN

NIP. 19850412 200312 1 001

Makassar, |G 08 " A0
Yang Menerima,

qQ

S1. NUR AISYAH. 5.Km 5 al
NIP. 198003202014102001 "'-Fﬂltz-

Jumlah Usng Rp. 1.;:n_t_n.um,-|




ANGGARAN 2024
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PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM BULAN AGUSTUS TAHUN
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jutan Achmad Yars Nomor 2. Bulo Gading. Upung Pandang. Kota Makessar, Sulawes Selstan Kode Pos 50111,
Telapon (0411) 388008, Falksmibe (0411) 3824847

AR = Al im bobi g . Pos-al e et S LY oE v

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR: 319/SETDA/ 188.4/TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ ASURANSI BAGI TENAGA PENUNJANG
PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEKERJAAN UMUM PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang ¢ o bahwa untuk rangka mengoptimalkan kelancaran Sub
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan
Umum pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar, perlu adanya Tenaga
Administrasi sebagai Tenaga  Penunjang untuk
pelaksanaan kegiatan dimaksud;

b. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a, perlu ditetapkan Keputusan
Sekretanis Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan
dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi
serta Belanja luran Jaminan/Asuransi bagi Tenaga
Penunjang Pelaksana sub Kegistan Penelitian dan
Pengembangan Pekerjaan Umum  Pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024,

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang
Sistemm  Perencanaan  pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4421 );




3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Administrasi |Pemerintahan [Lembaran Negara
Republik lm:ltrmnil Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601)
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang N 6 tahun 2023 tentang Indonesia
Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran N Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Peraturan Pemerintah

Nomor 30 un 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti U -Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta) kerja menjadi Undang-Undang
[Lembaran N Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N G856);

Peraturan tah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indon Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran N Republik Indonesia Nomor 6233);

Peraturan Men Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang qunmn.n Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita N Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

nomor 8 tahun 2016 tentang
susunan perangkal daerah
(Lembaran Da Kota Makassar Tuhun 2016 Nomor

perubahan atas| peraturan daerah nomor 8 tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023
Nomor 8B);




8. Peraturan Daerah Kota Makasar Nomar 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);

9. Peraturan Wali| Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023
tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non
Aparatur Sipill Negara sebagai Laskar Pelayanan
Publik yang tegritas pada Lingkup Pemerintah
Dacrah (Berita| Dacrah Kota Makassar Tahun 2023
Nomaor 32);

10. Peraturan Wali ota Makassar Nomor 93 Tahun 2023

Dacrah Kota;

Memperhatikan : Keputusan is Dacrah Kota Makassar Nomor

3475 [1B8.4.45/ 2023 tentang Pengangkatan

Non ASN sebagai Laskar Pelangi
assar Tnhun Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA

JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA TURAN
JAMINAN/ASURANS! BAGI TENAGA PENUNJANG

KESATU :  Menunjuk 2 [dua)

pada Kantor pada an Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota M Tahun Anggaran 2024
KEDUA : Kepada 2 {dua) Or sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU, dibe Belanjn Jasa Administrasi serta
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Tenaga Penunjang

Pelaksana sub elitian dan Pengembangan
Pekerjaan Umum antor Badan Peneliian dan
Pengembangan Da Kota Makassar sebagal berikut:
a. Belanja Jasa Ten; inistrasi:

1. Rpl.500,00 /Orang/Bulan

b. Belanja luran/ Jaminan asuransi:
1. Kesehatan { Rp141.000,00/Orang/Bulan
2, Kecelakaan Kerja: 600,00/ Orang/Bulan
3. Kematian ¢ Rp4.500,00/Orang/Bulan




KETIGA

KEEMPAT

Tembusan,:

Pemberian Belanja Jass scbogaimanas dimaksud Diktum
KEDUA, diberikin scbagai kelancaran pelaksanaan tugas
pada Sub Keglatan Penclitian dan  Pengembangan
Pekerjaan Umum  Pada Badan  Penelitian dan
Pengembangan Daerah kKota Makassar Tahun Anggaran
2024

Segala  blaye  yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Keputusan im dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Dacrah Kota Makassar melala
Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelition  dan
Pengembangan Daerah Kots Makassar Tahun Anggaran
2024,

Ketentuan vang berkaitan dengan teknis pelaksanaan
Keputusan Sckretaris Docrah Kotn Makassar tentang
Pemberian Belanja Josa Tenaga Administrasi  serta
Belanja luran Juminan/ Asuransi Bagi Tenaga Penunjang
Peluksana subl Kegiaton Peneliian dan Pengembangan
Pekerjaan Umum pada  Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah Kot Makassar Tahun Anggaran
2024 akan distur dan diperungpungjawablcan lebih lanjut
oleh Kepala Badan Penclitiun doan Pengembangin Daerah
Kota Makassar,

Keputusan ini mula berlaku pada tunggal ditetapkan.

pleauy ol Mukassar
i 5 1 Jpnvas 207

RAH KOTA MAKASSAR,

1. Wali Kota Makassar di Makassar,

2. Inspektur Daeruh Kota Makassar di Mnkassar,

3 Kepaln BPKAD Kota Malkassar i Makitssar

4. Kepala Badan Perencanaan den Pembangunan Deerah kots Mokassar di Makasaar,
5. Kepala Badan Peowlitian dan Peogembangnn Dacrah Kot Makassar & Makassar,
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassor & Mikassr

7. Masing musing vang bersanghutan untuk diketilo




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Jalian Jendernl Atamad Yuni S, 2 Makussar 901 11

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

HOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/027/KEF/11/2024

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA

IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI TENAGA PENUNJANG PELAKSANA

SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA

MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH HOTA MAKASSAR

Menimbang @ a.
b,
Mengingat : |
2,
J
4
3.

bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan,
Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Dacrah  pada
Badan Penelitian dan  Pengembangan Daerah Koia
Makassar, dipandang perlu memberikan belanja jasa tenagn
ndministrasi sertn belanjn iuaran jaminan /[ asuransi bag
lenaga penunjang pelaksana sub kegiatan penelitian dan
pengembangan pekerjaan umum pada Badan Penebtan dan
Pengembangan Daerah kota Makassar Tahun Anggaran
2024;

bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan  Keputusan Kepala Badan  Peneliian  dan
Pengembangan Daecrah Kota Makassar,

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tenlang

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 1050 Momnr T4
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengugara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi,
Koiust dian Nepolisme (Lembaran Negarn Republik Indonesio
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
J851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunngan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor ! Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negarn  (Lembaran  Negarn  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomar 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksann Pengelolnan dan Tanggungawnb Reuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nowiws 06, Tambahian Lembaian Negaia Republik Indonesia
Nomor 4400);




6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tehun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesin Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagnimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang
Standar Alkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaasn Keuangan  Daerah,
sehagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolann
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang perubahan ketign Nomor 3 Tabun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Orgamisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016);

(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolasn Keuangan Daecrah (Lembaran Daerah
Kota Malmssar Tahun 2022 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor & Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024,

17. Peraturan Walikota Malassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tabun Anggaran 2024;
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18. Burat Keputusan Selkretaris Daerah Kota Makassar Nomor

3475/188/4.45/Tabun 2023 Tanggal 29 Desember 2023
tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN scbagai
Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024;

19, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor

319/SETDA/188.4/TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024
tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tenaga
administrasi serta belanja iuaran jaminan / asuransi bagi
tenaga penunjang pelaksana sub kegiatan penelitian dan

pengembangan umum pada Badan Penelitian dan
&qmﬁmgnDuﬂhﬁmlMﬂﬂmrhwmdmmmm

MEMUTUSKAN:

Menetaphun : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN @ DAN

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASBURANSI BAGI
TENAGA FENUNJANG PELAKSANA SUB KEGIATAN
FENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEEERJAAN UMUM
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

Memberikan belanja jasa tenaga administrasi serta belanja
iuaran jaminan / asuransi bagi tenaga penunjang pelaksana
sub kegiatan penelitian dan pengembangan pekerjaan ummum
pada Badan Peneliian dan Pepgembangan Daerah Kota
Malassar pada nama-nama sebagai berilout :

No | HAMA [ JABATAN

1 FAISAL TATILOZ00ITO001E | LASKAR
FELAYANAN
JASA
ADMINISTRAS]
PERKANTORAN

Belanjs jasa tenaga administrasi serta belanja juaran jaminan
/ asuransi bagi tenaga penunjong pelaksana sub kegiatan
penelitian dan pengembangan pekerjaan umum sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, akan dibebankan pads
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daesrah Kota Makassar
Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar;

Segala biayan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,




Ditelapkan di Makassar
pada tanggal

1 Februan 2024

Inspektur hota Makassar i Makassar,
Kepala BPKAD Kota Makussar di Makassar;
. Masing-masing yang bersanghkuian;

. Pertinggal.

i
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